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PERA TURAN DAERAH KABUPATEN T ASIKMALA YA 

NOMOR : 12 T AHUN 2006 

TENTANG 

TATA CARA P[NCALONAN , PFMILlHAN, PENGANGKATAN DAN PEJ\'iB.t:RHENTIAN 
KEPIILA DESA D.t,N PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA, 

BUP A TI TASIKMALA Y A 

bahwa lmtuk n~elaksanakan ketentuan Pasal 203, 204 da.n 205 Undang-undang 
Nomor 32 Ta..'mn 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5:, Peraturan 
Pemerintah NomOI 72 Talmn 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturau 
Daerah Kabupat-;r; Tasikmalaya tentang Tata Cara Pt~n~alonan, Pemilihan, 
Pengangkatan dan f'~mberhentian Kepala 'l)esa dan Pengangkatan Penjaha, Kepala 
Desa; 

1. Undang-unclang lJomor 14 Talmn 1950, tentang Pembcntt:khn Da"~rah-daGrah 
Kabupaten dalam Lingkungan Pro pi lsi Jawa Bf.rat (Berita Negara Tahlhl 
1950); 

2. Undang-undang Hornor ] 0 Tahun 2004 tentang Pcmoentul'-.an Pereturan 
Penmdang·undangan (Lembaran Negara Tahun 20(ltl. Nomm- 53, Tanlbahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-unc1ang Nomor 32 Tahllll 2004 tentang ~) ~',merintahan Daerah .' 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambah&: : r ,emb:lran Negara 
Nomor 4473), sebagaimana tel,th cliubah dengan Ptraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undanr, Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negarz Tahun 
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 ), yang telah 
ditetapkan menjadi Und:mg-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahim 2005 tentang Desa (Lembaran Negara 
Tahun LOGS Nomor I 58,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 

5. l'eratumn Dae.rah Kat,upaten Tasikmalay8. Nomor 12 Tahur. 2003 tentang 
Kcwen:mgan Kabupaten Te.sikmalaya; 

6, Peratwan Daerah Kabu~aten Tasikmalaya l'omor 11 Tahlln :W05 tentang Tata 
Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kat upatcn Tasikmalaya. 

D-~ngan persetujuan ber~ama 

DE\\.'.\N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALA Y A 

DAN 

BUPATI TASIKMALA Y A 

MEMUTUSKAN: 

PERATURA~ DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTAHG TATA 
CARA PENCALONAN, PEMILlHAN, PENGAJ"GKATP. .~ DA N 
PEMBERHENr.~ IAN KEPALA DESA DAN PENGANGi<A T AN PF NJABAT 
KEPALA DESA 
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BAS I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

)alam Peraturan Daerah ini yang dimakslld dengan : 

1. Daerah adalah D:lerah Kabllpaten Ta3ikmalaya; 

2. Pemerintah Daenh adalnh Kepala Daerah dan perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

3. Bupati adalah B-lpati Tasikmalaya; 

4. Desa adalah kesl: .tuan masyarakat hulmm yang memiliki batas-batas wilayah yan2' berwenang untuk 
mengatur dan mengurus k(~pentingal1 masarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 
setempat yang :liakui dan dihormati da18m sistem Pemerintahan Negara Kesaruan Republik 
Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten ; 

~ 
5. Badan PemlUsyawaratan Desa selanj utnya disingkat BPD adalah lembaga ymg merupakan 

perwujudan d,;:mokrasi dalam pCllyc!cnggaman pemerintahan Desa sebaga; unsur penyclenggara 
pemerintahan de 33; 

6. Pemerintah De~;a adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai t:rsUI penyelenggara 
pemerintahan de ~a; 

7. Pemerintah.all D~sa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pernerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan meilgurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asd-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

8. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk inelaksanakan tugas, 
tanggung jawab dan kewemmgan Kepala Desa sampai dt;ngan dilantiknya Kepala Desa terpilih 
hasil pemilihan: 

9. Panitia Pemilihan Kepala D(:sa adalah Panitia Pcmilihan Kepala Desa yang diangkat dan ditetapkan 
oleh Badan PemlUsyawaratan Desa. 

lO. Anggaran BiaY<t Pemiliha~ Kepala Desa adalah anggaran biaya yang :;\;:cara khusu:; disediakan 
untuk proses pemilihan Kepala Desa~ 

II. Tokoh Masyankat adalah pemar,gku adat, golongan profesi dan pernuka agama yang 
keberadaannya diakui dan dihormati oleh masyarakat Desa setempat. 

BAB II 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

Bagian Kesatu 
Pemberitarua.."l Berakhimya Masa labatan Kepala Desa 

Pasal 2 

·(1) Proses pemilih,m Kepala DC3a diawali dengan pemberitahuan akan berat<himya n\asa jabatan 
Kepala Desa yang sedang menjaba .; 

(2) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa yang sedang menjabat, mi~ng~.nai akan 
berakhimya mc.sa jabatan Kcpala Desa paling lambat (j (enam) bulan sebelum bemi> hir masa 
jabatan; 

. (3) BPD melaksanakan proses pemiJi 'lan Kepala Desa, paling lama 4 (en~PC!t) Quian sebelum 
berakhimya ma:;ajabatan Kepala De:;a. 

Bagian Kedua 
PCIT,bentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 

Pasal3 

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia l\~:nilihan KepaJa Desa 
yang ditetapkan dengan Keputusan BPD; 



3 

1:2) Panitia Pemilihan Kepala Dcsa terdiri dari unsUI perangkat dtsa, pengurus lembaga 
kemasyarakatan, dan tokoh mas~'arakat. 

I]) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari : 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Wakil Ketua merangkap anggota; 

c. Sekretaris merangkap anggota; 

d. Bendahara ffiI!rangkap anggota; 

e. Anggota sebanyak-banyaknya 7 orang. 

:4) Sebclum melakshnakan tuga ~;nya, Panitia Pemilihan Kepala Desa diambil surnpah/janji dan dilantik 
oleh Pimpinan BPD dihadapan Tokoh Masyarakat, Pcmerimah Desa dan Carnat setempat; 

(5) Susunan kata-kata sumpah/jaqji Panitia Pemilihan Kepalu Desa adalah sebagai berikut : 

"Demi Alloh, saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenubi kewajiban saya selaku Panitia 
Pemilihan Kepala Desa del~:san sebaik baiknya, sejujur jujumya, dan seadil adilnya, bahwa saya 
akan se1alu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai d<:lsar Negara, dan 
bahwa saya akan menegakkall kehidupan demokrasi dan Undang undang Dasar 1945 serta 
melaksanakan segala peraturan perUTldang undangan dengan selurus Iurusnya yang berlaku bagi 
Desa, Daerah, dan Negru·a Kcsatuan Republik Indonesia" 

Pasal4 

Masa jabatan Panitia Pemilihan Y..'!pala Desa adalah sampai dcngan dilantiknya Kepala Desa terpilih 
~lasil pemilihan. 

Bagian Ketiga 
Tugf: .s, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kepala De~a 

Pasal5 

Panitia Pemilihan KI:pala Desa mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan jJ(:ngumuman telah J .:bukanya pendaftaran bakaI calon Kepala L'esa; 

b. Me1aksanakan pc:nerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa. 

c. Me1aksanakan penjru·ingan dan penyanllgan bakaI calon Kepala Desa; 

d. Me1aksanakan penelitian administra.:;~ persyaratan bakal calon Kepala Desa. 

e. Melaksanakan pendataan pemilih dan dituangkan dalam Daftar Hak Pilih; 

f. Melaksanakan r:emilihan calon Kepala Desa; 

g. Membuat Berita Acara P.:!milihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD. 

Pasal6 

Panitia Pemilihan KI!pala Desa mempunyai wewenang : 

a. Menetapkan bakai calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Desa. 

b. Mengumumkan ~alon Kepa.la Desa yang berhak dipilih. 

c. Melaksanakan p,mgundian tanda gambar bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih. 

d. Menetapkan tata tertib kampanye; 

e. Menetapkanjadwal pemilihan/pemllugutan sllara; 

.f. Mengajukan ren:::ana arlgganm biaya pemilihan Kepala Desa. 

Pasal7 

'Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam 
pelaksanaan penjaringan, penyaringan, pemeriksaan kelengkapan administrasi per~yaratan baka\ calon, 

dan pemungutan suc.ra. 

--- - --
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DAB III 
J-IAK MEMILIH DAN HAK DIPILIH 

Pasal 8 

Yang mempunyai J-l:ik Memilih dalam pemilihan Kepala Desa harus memenuhi persyaratan : 

a. Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar secara sah sebagai pendudak Desa setempat, dan 
telah bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus; 

b. Sudah berumur L 7 (tujuh bel as ) tahlll pada hari pemungutan suara pemilihan Kept:!a Desa dan atau 
sudahlpemah kawin; 

c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarknn Keputusan Pengadilan yang memo,myai kekuatan hukum 
tetap. 

Pasal9 

Yang mempunyai flak Dipilih dalam pemilihan Kepala Desa harus memenuhi persyaratan : 

a. Warga Negara Republik Indonesia :.'ang terdaftar secara sah sebagai Penduduk Desa se~empat dan 
telah bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 6 (enrm) bulan dengan tic_ak terputll~"Putus; 

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang MalIa Esa; 

c. Setia kepada Puo.casila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dar. kepada Negara Ke~:al uan Republik Indonesia, serta Pemerintah; 

'd. Berpendidikan paling rcndah tamat dan berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Peltanla danlatau 
sederajat; 

Berusia paling n ~ndah 25 (dua puluh lir;la) tahun; 

f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 

g. Tidak pemah dihukum karena melakukan tindal<: pidal13 kejahatan dengan Ltkuman paling singkat 
5 (lima) tahun; 

h. Tidak dicabllt hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempw'Y(l i kekuatan hukum 
tetap; 

1. Belum pemah menjabat sebagai Kepala Desa untuk 2 (dua) kali masajabatan; 

J. Sehatjasmani dan rohani; 

'k. Memenuhi syarat lain yang ditctapkan oleh Panitia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-unduo.gan yang berlaku. 

Pasall0 

(l) Calon Kepala Desa / ang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sdain harus mernenuhi persyaratan 
sebagairnana d: maksud p~jda Pasal 9, juga harus mendapat izin/pe1 3r.tujuan tertulis dari 
BupatilPejabat yang berwenang sesuai dcngan peraturan perundal1g-undangan yang berlaku; 

(2) Calon Kepala Desa yang berasal du-i TNIlPolri selain harus rnernenuhi persyaratan sebagaimana 
dirnaksud pada Pasal 9, juga horus mendapat izin/persetujuan tertuli;; dari At':lsan pada 
Kesatuannya; 

BAB IV 
T AHAP AN PEMILIHAN 

Bagian Kesatu 
Penjaringan dan Penyaringan 

Pasall1 

(1) Panitia Pernilihan Kepala DesH melaksanakan penjaringan rnelalui penerimaan pendaftaran bakal 
calon Kepala Dt;·sa ; 

(2) Hasil penjarirlg,an sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Bcri.ta. Acara 
Penjaringan. 
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Pasal12 

) Masa Penjaringar. Bakal Ca.lon K ~;pula Desa ditetapkan selama 30 (tiga puluh) t ari , terhihmg sejak 
tanggal pengumuman penenmaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa; 

< ~) Apabila sampai )erakhirnya masa ')enjaringan, Bakal Calon Kepala Desa )ang telah terdaftar 
, kurang dari 2 BHkal Calon Kepalrl ~>esa, maka Panitia PI~ ' nilihan Kepala Desa memperp,mjang 

mas a penjaringan selama 3 x '1 (tujuh) hari; 

Pasal 13 

.. 'crhadap hasil pcnjaringan Bakul Calon K ~ rala Desa sebagaimana dimaksd pada Pasa! 11 ayat (2), 
;:elanjutnya Panitia Pemilihan Kepala De<;a melaksanakan penyaringan Calor, Kepaia Desa dengan 
:.1elakukan pemeriksaan terhaciap kclengklpan persyaratan administrasi BakClI Calon Kepala Desa, 
> ang terdiri dari: 

Surat pernyataan setia kepada Panea:3ila sebagai DasaI' Negara, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indon<:sia Tahun 1945, o'an kepada Negara Kesatuan RepuDl i;; fndonesia sr rta 
Pemerintah; 

,). Photo Copy Ijazah/STTB SLTP atau scderajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 
'.:. Surat Pernyataan Bersedia mcnjadi Calon Kepala Desa; 

,i. Photo Copy Kartu Tanda Pcnduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

, ~ . Surat Pemyataan tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan 
hukuman paling ~ ;ingkat 5 (lima) tahun ; 

[ Surat Keterangan tidak dieabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap dari Pengadihm Negeri Tasikmalaya; 

5' Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan; 

n. Surat Keterangan Catatan Kc::polisian (SKCK) dari Polres Tasikmalaya atau dari Polsek. 

I. Salinan Ak:te KelahiraniSura.t KenaI Lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yal1g berwenang . 

. 1. Daftar riwayat hi dup; 

k. Pas Photo (berwarna) ukuran 4 em x 6 em ; 

l. Bagi Calon Kepala Desa berasCll dari Pegawai Negeri Sipil, TNIlPolri melampirkan surat ijin atau 
rekomendasi dari pimpi:nanlata3an yang bersangkutan. 

m. Surat Keterangan Sehat dari dlJ\:ter pcmerintah; 

I. Memenuhi sya.rat lain yang ditetapkan oleh Panitia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Penetapan Calon Kepala Desa. 

Pasal 14 

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa IN netapka.n Calon Kepala Desa yang berhak dipilib berdasarkan 
basil penyaringan terhadap Sakal caton Kepala Desa yang 1elah memenuhi persyaratan ; 

'~2) Penetapan Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Aeara Penetapan Cal on Kepala De"a . 

Pasal 15 

(1) Apabila Calon Kepala Desa yang be.:-hak dipilih berjumlah kurang dad 2 caJon Kepala Desa, maka 
Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepah Desa selama 
3 x 7 (tujuh) hari ; 

(2) lumlah calon Kepala Desa yang berhak dipilih maksimal 5 (lima) calon Ke:)<lla Desa. 

Pasal 16 

Penetapan Calon K(:paia Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diup.1Umkan kepada T?asyarakat 
di tempat-tempat ya ng terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat palmg lambat 
7 (tujuh) hari setelah penetapan Cal on Kepala Desa. 
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Pasal 17 

Calon Kepala Desa yang berhai< C\ipilih diwajibkan : 

a. Mentaati segala <etentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; 

b. Hadir pada saat pemungutan suam; 

c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemungut~m suara; 

1. Menerima segal<:l hasil pemilihan Kepala Desa; 

Tidak melakukar. tindakan yang merugik,m masyarakat dan pemerintah. 

Pasal 18 

Setelah Penetapan Calon Kepaln Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat 
;nenetapkanjadwal pemungutan ::uara. 

Bagian Ketiga 
Tanda Gambar 

Pasal 19 

(1) Tanda gambar ;rang akan dignnakan dalam pemungutan suara adalah berupa Pas Photo calon 
Kepala Desa den gan nomor uru:; 

.2) Pengundian nomor urut tanda gambar dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan caloi1 Kepala Desa 
yang berhak dipilih; 

;3) Pemasangan tan.da gambar calon Kepala Desa yang berhak dipilih hanya dapat dilakukan di 
wilayah Desa yang bersangkutan. 

(4) Pemasangan tanda gam bar calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilarang di lakukan el i lingkungan 
Tempat Ibadah, 'Sekolah dan Ka'ltor Pemerintah. 

Bagian Keempat 
Kampan: /e Calon Kepala Desa d,m Sanksi 

Pasal20 

(1) Calon Kepala Desa berhak membentuk Tim Kampanye atau Tim Sukses dan 
dilaporkan/dida1tarkan kepada Pani~ia Pemilihan; 

(2) Calon Kepala Desa yang berhak dipihh dapat melakukan kampanye kepada mas)·ara.1(at Desa unhlk 
menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih 
sebagai Kepala Desa; 

(3) Pengaturan Kampanye Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagairn<'n:'l dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Dcsa dengan memperhatikan kondisi sosial dan 
budaya setempat sesuai dengan kesepakatan Calon Kepala Desa dan Panitia P~milihan; 

(4) Kegiatan waktu kampanye Calon KepaJa Desa yang berhak dipilih dilaksana.~an 1 (satu) hari dan 
masing-masing Calon Kepala Desa 1 (satu) hari untuk bersama-sama dan harus sudah selesai paling 
lambat 2 (dua) bari sebelum pelaksanaan pemungutan s'Jara; 

(5) Kampanye Cal,)n Kepala Desa yang berhak dipiJih dilarang menggunakan fasilitas Negara, 
Pemerintah Des:!, tempat ibadah; 

Pasal21 

Atribut y.mg dipergunakan untuk kegiatan kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 2 (dua) 
hari sebelum pemullgutan suam. 

Pasal22 

(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran terhade:<.p ~ata lertib kampanye 
yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat diberikan s,mksi seal..: ara bertahap 
berupa: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tenulis; 
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c. Dihentikan haknya untuL mclakukan kampanye; 

d. Pencabutan ~ :tatus scbagai Calon Kepala Desa. 

(2) Pencabutan status sehagaimana dimaLsud pada ayat (I) hams mendapat pei.·setujuan dari BPD dan 
ditetapkan dengHn Keputusan Panitia. 

(3) Persetujuan BPI> sebagaimana. dimaksuG pada ayat (2) setelah dilakukan musya\varah dalam rapat 
BPD dan Panitia Pemiliharl Kel'ala Desa yang dituangkan dalam Keputm::an BPD. 

Bagian Kelirna 
PemungL.tan Suara 

Pasal23 

(1) Kepala Desa dipilih langsung ol·:h penduduk desa yang bersangkutan dari calon Kepala Desa yang 
berhak dipilih. 

(2) Pemilihan Kepa a Desa hersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

(3) Pemilihan KepaJa Desa sebagaimaii a dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan pacta saat pe.mungutan 
suara. 

(4) Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleb Panitia 
Pemilihan KepaJa Desa. 

(5) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tang gal dan ternpat yang teiah ditentukan oleh Panitia 
Pemilihan Kepala Desa, serta dimula. ::ejak pukul 07.00 WIB sampai der gan pukul 13.00 WIB. 

(6) Yang berhak menerima surat suara adalab pemilih yang terdaftar dalam Daflar Hak Pilih daa Daftar 
Hak Pilih Tambahan serta datang ke tempat pemungutan suara setelb:.h mendapatkan surat 
undangan. 

(7) Surat undangan diberikan kcpada pernilih yang terdaftar dalam Daftar Hak l-' ilih Tetap dan Daftar 
Hak Pilih Tambahan, paling lambat 2. (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungd ::Hl suara. 

(8) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar yang terdapat dalam surat 
suara dan dilaku ~an di dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. 

Pasal24 

'(1) Seorang pemilih mempunyai hak mernilih adalah yang terdaftar dalam daftar hak pilih tetap atat:. 
tambahan yang disahkan oleh Panitia PcmiJihan Kepala Desa dan mempunyai 1 (satu) suara serta 
memberikan suaranya hallya kepada 1 (satu) orang caion y,mg berhak dipilih. 

(2) Seorang pemili.h yang berhalangan hadir karena sesu<?.tu alasan tidak dapat diwakilkan kepada 
siapapun denpm eara apapuIl. 

(3) Panitia Pemilihan Kepala Df~sa yang mempunyai hak memilih dalam pemiliharl calon Kepala Desa 
tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. 

(4) Calon Kepala Desa yang mcmpunyai hak rnemilih dalam pemilihan Kepala L'esa tetap memp.myai 
hak untuk menggunakan hak pilihny''l. 

(5) Pada saat pelaks:maan pemung'Jtan suara, para calon KepaJ:t Desa yang berhal<. dipilih hams berada 
di tempat pernungutan suara; 

(6) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ditutup oleh Panitia Pernilihan Kepala 
Desa setelah habis batas WakUI yang telah ditentukan yaitu Pukul 13.00 WlE dan ditu~ngkan dalam 
Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara; 

Pasal25 

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dupat menunjuk saksi untuk menyaksikan pelaksanaan 
pemungutan dan pen.gltitungan suar.1 paling banyak 3 (tiga) orang. 

Pasa126 

Saksi sebagaimana dimaksud pada r asal 25 mempunyai :<.ewenangan hanya u~tuk menyaksik~n 
;alannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, b.dak termasuk sebagal pelaks8~J.a tekms 
penyelenggaraan pcmilihan. 



Bagian Keenam 
Penghitungan Suara 

Pasal27 

Pelaksanaan penghltungan suara dila.k ~anakan oleh Panitia PI~milihan KepaJa Desa yang dihadiri dan 
disaksikan oleh sabi dari masing-maslng calon Kepala Desa y,mg berhak dipilih. 

Pasal28 

Penghitungan suar<l dilakukan secara seksama dcngan meneliti setiap lembar surat suma satu demi satu 
dan Panitia Pemilihan Kepala Desa menyebutkan nomor umt dan nama c:abn yung dicoblos serta 
dicatat sedemikian rupa sehingga dapat diiihat dan diketahui dengan jelas oleh s ,~mua saksi yang hadir. 

Pasal29 

(I) Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila : 

a. Tidak menggunakan surat snara yang telah ditetapkan; 

b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Pemilihan atau yang mewakili pada surat suara; 

c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan; 

d. Ditanda tan :~an atau mcmuat tanda yang menulljukan identitas pemilih; 

e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) cal on; 

f. Mencobios tidak tepat pada bagian dalarn batas kotak photo yang disediakan; 

(2) Alasan-alasail yang .11enyebabkan surat suara t:dak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat i tu 

Juga. 

(3) Dalarn hal terjc.di perbedMl1 pendapat mengenai 5ah atau tidak sahnya sUIat 8uam .. an tara Panitia 
Pemilihan Kepala Desa dengan calon alau saksi maka Ketua Panitia Pfmilihan Kepala Desa 
berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat. 

PasaJ 30 

(1) Setelah perhi tlmgan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa mernbuat Berita Acara 
Penghitung2L11 Suara. 

(2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, 
Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diketahui olch para Calon 
Kepala Desa ) ang berhak dipilih serta para Saksi pada saat itu juga; 

(3) Panitia Pemilihan Kepala Def,a membacakan dan mengumumkan hasil penghitungtm <mara, sesuai 
dengan Berita Acara Penghitl'ngan Suara, kepada para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan 
Saksi yang hadir. 

(1) 

(2) 

(3) 

Bagian Ketujuh 
Pemilihan Ulang 

Pasal31 

Apabila terdaiJat lebih dari 1 (saw) orang calon Kepala Desa yang mendapat jtlmlah dukungan 
suara terbanyak sebagaimana dima!csud pada Pasal 30 ayat (1), den!',&. jumlab S\lara yang sarna, 
maka diadakan pemilih,m ulang hanya untuk calon-calon Kepala De<;a yang tIlernperoleh suru'C'_ 
yang sarna ter:)ebut; 

Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selamhat lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari sejak penandatanganan Berit.a Acara Pemi!ihan; . 

Dalarn hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), hasilnya tetup sarna, maka untuk 
mendapatkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi 
wewenang BF-D. 
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Bagian Kedelapan 
Penetapan Calon Terpilih 

Pa"a132 

(1) P~nitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD yang 
dIlengkapi dengan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa. 

(2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapatkan suara terbanyak berdasarkan laporan 
dan Berita P.cara Pemilihan dari Pallitia, ditetapkan m~njadi Calon Kepala Desa Terpilih dengan 
Keputusan BPJ). . 

BABV 
PENGANGKA TAN KEPALA DESA 

B<.gian Kesatu 
'Pengesahan f. engangkatan Kepala Desa Terpilih 

Pasal33 

,(1) Paling lambat '7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Pimpinan BPD 
mengajukan Cdon Kepala Deua Terpilih kepada Bupati melalui Carnat dengan dik~ngkapi Berita 
Acara Hasil Pemilihan untuk J .sahkan menjadi Kepala Desa Terpilih. 

(2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desc'(/.oenjabat Kepala Desa 
dan Pellgesahan Pengarlgkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lim~ belas) hari terhitung 
sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. 

Ba.gian Kedua 
Pelantikan 

Pasal34 

(1) Kepala Desa Terpilih diIantik old: Bupati atau Pejabat yC::1g ditunjuk paling lama 15 (li!na belas) 
hari terhitung s~iak tanggal Penerbitan Keputusan Bupati. 

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dil(;\k!~anakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau di 
tempat lain di wilayah Kabupaten T a ~ ikmalaya. 

(3) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dapat digabung beberapa Desa di satu tempat di Wilayah 
Kabupaten Tasilunalaya dan atau di gedung Pelldopo Kabupaten Tasikma;u~!a . 

(4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa harus mengncapkan sumpah/j:u:,ii. 

(5) Susunan kata kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai beri~\ut : 

"Demi Alloh, s,lya bersumpah/ j~jj bahwa saya akan memenuhi kewajibaD saya selaku Kepala 
Desa dengan se baik baiknya , sejujur jujurnya, dan seadil adilnya, babwa saya akan selalu taat 
dalarn mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan 
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang undang Dasat 1945 serta melaksanakan segala 
peraturan penmdang undangan dengan selunls !urusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara 
Kesatuan Reput lik Indonesia" 

BABYI 
MASA JABATAN KEPALA DESA 

Pas:ct135 

Masajabatan KepaJa Desa adahh selama 6 (en am) tahun terhitung sejak tanggal pelantik,m dan dapat 
dipilih kembali han:/a untuk sa tu kali masajabatan berikutnya. 

BAB \,11 
PEhIBA TALAN PEMILIHAN 

Pasal3c> 

(1) Dalanl keadaan tertentu HasiJ. Pernilihall Kepala Desa y,mg disarnpaik2n oleh }\lnitia Pemilihan 
Kepala Desa dclpat di ,Jatalk:p:1 Qleh BPD setelah mendengar pertimbang .. ll'l dan Panitia Pemilihan 
Kepala Desa, P'ernerintah Desa dan rnasya rakat Desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
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(2) Keadaan Tertentu yang Japat menyebabkan hasil pemilihan Kepala Desa d.;.bat<tlkan s_b.1gaimana 
dirnaksud ayat (I) yaitu : 

a. Tidak rnentac.ti segal a ketentuan :lang telah ditetetpkan oleh Panitia Pernilihan Kepala [. esa: 
b. Melakukan ti ndakan yang m ~rugikan rnasyarakat dan pemerintah; 
c. Terbukti rnei:;tkukan tindakan politik uang ; 

d. Melakukan pernalsmm sun!· surat keterangan atau persyaratan cal on Kepa.ia DCS£i , 

BAB VIII 
BIA '(A PEMILIHAN KEPALA DESA 

PasnJ 37 

(1) Biaya pernilih~n Kepala Des~, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan clan BelanJu Desa dan 
bantuan APBD; 

(2) Penyediaan biaya pernilihan Kepa~ i\ Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggCl.rkan 
secara bertahar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap Tahun AhS'garan; 

Pasal 38 

(1) Besarnya biayc. pernilihan Kepala Dt~sa ditetapkan oleh BPD bersama Pemerintah :I)esa atas usul 
Panitia Pemilip..an Kepala Desa dalam Peraturan Desa; 

(2) Sumber biaya pernilihan Kepala Des<l dapat berasal dari : 

a. Pungutan dari masyarakar Desa ; 

b. Bantuan dari Pernerintah Kabupaten; 

c. Sumber Jain yang sah dan tidak mengikat. 

BABIX 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

Pasal39 

(1) Kepala Desa h!rhenti, karena : 

a. Meningga l dunia; 

b. Permintaa1 sen:iiri; 

c. Diberhenfkan. 

(2) Kepala Desa cliberhentikan sebagaimana dirnakslld pada ayat (1) huruf c karena : 

a. Berakhir :nasa jataiannya; 

b. Tidak dapat rnelaksanakan turps Sf;cara berkelanjutan atau berhalangm' tetap sec.1.ra berturut 
turut selana 6 (eHam) bulan; 

c. Dinyatakun rnelanggar sl1rnpah/janji jabatan; 

d. Tidak mdaksanakan k~w~jiban Kepala Desa, dan atau; 

e. Melanggar larangan bagi Kcpala Desa. 

(3) Usul pernberhentian Kepala Desa sebagaimana dirnaksud pacta ayat (1) huruf a dan h, dan ayat 
(2) huruf a, dan huruf b diusulkan oleh pirnpin:m BPD Kepada Bupati mdalui Camat, 
berdasarkan ~ :eputusan musyawarah BPD. 

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) hu;uf c, d, r dan hurtlf f 
disampaikan oleh BPD kepada Bupati rnelalui Carnat berdasarkan Keputusan mw;yawarah BPD 
yang dihadi Ii oleh sekurang·kur,mgnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPO. 

(5) Pengesahan 'Jernberhentian K=pa'ia Desa sebagairnar.H dirnaksud pada ayat (3) dar: ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari seiak usulan diterima. 

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dirnaksud r ada ayat (5), Bupati 
mengangkat J>enjabat Kepala D~~ :a . 

" 
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BABX 
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA 

Pasal40 

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa. melalui usnlan BPD apabila dinyatakan 
melakukan ti1dak pidana yang dicncam dengan pidana penjara pahng singbt :) (lima) tahun 
berdasarkan J:utusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukml tetap. 

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apat1i:a terbukti melakukan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan p~ngadilan yang telah 
mcmperoleh I~ekuatan hukum tetap. 

Pasa141 

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karen a berstatus sebagai 
tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tinda.k pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana 
terhadap keamanan negara. 

Pasa142 

(1) Kepala Desa yang diberhcntikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (l) dan 
Pasal 41, setdah meJalui proses peradilan temyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan 
pengadilan yang tdah memperoleh kekuatan .oukllill tetap, maka paling luna 30 (tiga puluh) hari 
sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan! a.taLl m:;:ngaktifkll1 kembali 
Kepala Desa yang bersan6kutan sampai dengan akhir masa jabatan. 

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) telah 
berakhir masajabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutml. 

Pasa143 

Apabila Kepala Desa diberhenti (an sementara sebagaimana dimaksud dalam PasaI 40 ayat (I) dan 
Pasal 41 , SekretaJ"is DeS1 melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala DesCi sampai dengan adanya 
putusan pengadilal1 yang telah lO~mperoleh kekuatan hukum tetap. 

BABXI 
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA 

Pasal44 

Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dalam hal: 

a. Kepala Desa diberhentikan dan atau berhenti sebelum hah is masajabatannya ; 

b. Pada awal pembentukan Desa bml..., sebelum dilantiknya Kepala Desa defi.nitifhasil pcmtlihan. 

Pasal45 

Yang dapat diangkat menjadi Penjabat I ~epala Desa adalah : 

a. Perangkat Des:! yang bersangkutan; 

b. Pegawai Ncgeri Sipil di Lingkunga,"l Pernerintah Kabupaten Tasikmalaya: 

c. Tokoh Masyankat Desa ~;etempat. 

Pasal46 

(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dari Camat 
setelah mendapat pertimbcmgan dari BPD; 

(2) Sebelum memangku jabatannya, Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh 
Bupati atau ptjabat yang ditunjuk; 

(3) Suslman naskah sumpahljanji Penjabat Kepala Desa sanla dengan sumpahljanji Kepala Desa; 
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Pasal47 

(1) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas : , 
a. Menyelenggarakan urusan peme::intahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

b. Menyeienggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 
, pemberhentian Kepala Desa oieh Bupati. 

' (2) Untuk melabarakan tugas dan tanggung jawabllya, Penjabat Kepala Desa rnempunyai wewenang : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijak,1n · yang ditetapkan 
bersarna B:PD; 

b. Mengajukhn rancangall Peraturan De~a; 

c. Menetapk an Peraturan Desa yang telah mcndapat pers,etujuan BPD; 

d. Menyusun dan mengajukan ram angan APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 

e. Membina kehidupan masyaraka: Dt.:sa.; 

f. Membina perekonomian Desa; 

g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisifatif; 

h. Mewakili Desanya di dd<im dan di luar pengadilan dan menunjuk kuasa hukum; 

Pasal48 

Masa jabatan Penj abat Kepala Desa adalah sarnpai dengan dilantiknya Kepala Desa definltif hasil 
pemilihan atau palirlg lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan. 

BAH XII 
KO .' ISULTASI DAN FASIUTASI 

Pasal49 

Dalam hal tertentu untuk kelancaran prdaksanaan Pemilihan Kepala Desa, apabi la Pcnitia Pt~milihan 

Kepala Desa mengalami kesulitan, lltaka pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyaksikan 
Pemilihan Kepala J)csa diminta atau tit1ak, wajib memberikan bantuan. 

Pasa150 

(1) Apabila terjadi permasai.ahan atau Kendala dalam proses pemilihan Kepc,ic. Desa, maka Panitia 
Pemilihan Ke:pala Desa rnelaporkannya kepada BPD; 

(2) Untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPT) 
dapat meminta bantuan kepada Bupati melalui Carnat untuk menyelesaikan permasalahan atau 
kendala tersebut; 

(3) Berdasarkan permintaan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan 
kepada instansi terkait untuk memberikan bantuan berupa konsultasi dan fasilitasi penyelesai(:ln 
permasalahan atau kendala. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal51 

Pada saat Peraturarl Daerah in i mulai berlaku, maka Peraturan Daerah KabupaKfi Tasih nalaya Nomor 
21 Tahun 2000 tentang Tata Cara P(;ncalonan, Pemilihan, Pelanti kan, Pengcmgkatan dan 
Pemberhentian Kepala Desa, die-abut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal.52 

Hal hal yang bdum cukup diataur clalam Peraturan Daerah lnt , <;~panJang mengenat teknis 
pelaksanaannya ::tkan diatur dan ,jitetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal53 

Peraturan Daerah : ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya rnernerintahkan pengundangan Peratman Daemh ini dengan 
pcnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 30 September 2006 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
TASIKMALAYA 

------,- .Q_~---v- ------ ....... ---....... 

H. ASEPACHNVJ)5J~LANl 
NIP. 070021 212 

Dite1apkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 29 September 2006 

-----~~:~UPA TI T ASIKMALA Y A 

~ / / 

,/ -- ,~ 

~ HAKIM 

LEMBARAN DAERAH KABtJPATEN '::'ASIKMALAYA 
T A HUN 2006 NO.rv.:OR 12 
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